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Lampiran Keputusan Wali Nagari Pulau Karam

Nomor

Tanggal :06 Juli 2018

: 29/KPTS MIN-PK.AP/VII- 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RP./M-Nagari)

TAHUN 2018

NAGARI PULAU KARAM

KECAMATAN KOTO X! TARUSAN

1 kb
No Nama Unsur/Jabatan Tugas dalam Tim
1. | Nursita, SPdl Sekretaris Nagari Ketua Tim Penyusun
2 | Asra Dedi,SH Ketua LPMN Sekretaris Tim
Penyusun
3 | Nazarudin Kepala Kampung Anggota
4 | Masri Kepala Kampung Anggota
5 | Afnedi Kepala Kampung Anggota
:
| 6 | Alwis Kepala Kampung Anggota
|
L e - o Ll
‘ 74 Nensi Lagustari,SPd Perangkat nagari Anggota
Ditetapkan di  : Pulau Karam A
Add (2Na6da - 06 li 018
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WALTMAGARI FLILALL WA AR

WECAMATAN WETC I TARLIS AN KABUPA TEN FESISIH S8 AT AN

VERATUHIRAN NAGAIT LAY KAKAM
PG 5 TAMLIN 2011

TENTANG

PERECARA FEMEANGUINAN DANGIA MENENGAN WAL AR (500 Misggarl)

Mg
!,
-
Mangingal
-

TAMUIN 2018 2024
FIEMGAN HAMAT TUNHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARTI FULAL KARAM

O Lalwa itk memberikan kepelasan arah pembangunan yeng ngn

gl diperhlan suatu Mencana Pembangunan Jangka Menengsh
Magarl yang disusun berdasarkan visl, misi dan program kens Vel
Magjii |

b bahwe untulke melaksanakan pembangunan delam skals dess

laraabil, palaksanaaniys sesual dengan deftar skels prioftas
pada penghasian telap Wall Nagarl dan perangkst, operasions)
amerilah Nagar, lunjangan operasional Bamus, Intensif 1T/RW,
parmbengunan — Nagar,  pemberdayasn  masyarskat  Nagari,
panyalangaara pemerntah Nagari — dan partisipasl masyaraket
(aka parhi - dibial Hencana Pembangunan Jangka Menengah
Nagar (1M Nagarni),

0 bahwa berdusaikan palimbangan sebagamana huruf & dan b,

parli membentuk peraturan desa tentang fencana Pembengunan
Jangka Menengah Desa,

L Undang Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Katangan Negara ( Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 42606),

Lo Undang Undang — Nomor 33 Tahun 2004 tantang
Parfmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Fomerntahan - Dasiah  (Lembaran  Negara  Republik
Indoneaia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Magara Mepublik Indonasia Nomor 4438),
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4,

10.

1815

12

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Desa (
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );

)ndang - Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang
Pemerintahan Daerah, ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587 );

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Pesz .(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersuimver daii Anlggaran Péndapaian dan
Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5558 ),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa/Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihaii K2pala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018

tentang Perubahan atas permendagri 113 tahun 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Scanned by CamScanner



14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun
2015 tentang Pokok -pokok Nagari;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari
Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto X! Tarusan,

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016
- 2021,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PULAU KARAM
dan
WALI NAGARI PULAU KARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN-
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari) TAHUN 2018-2024

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasai 1
Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan

4. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
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10.

1.

12.

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik
Indonesia.

Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan Bamus adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis;

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Nagari adalah Wali nagari dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan nagari;

Peraturan nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali
nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
Rencana Pembangunan Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari,
adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI 2018-2024

Pasal 2

1. Rencangan RPJM-Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari;

2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari harus
memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di
masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;

3. Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan
oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan vyaitu: LPM, Lembaga
Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;

4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari
menyampaikan rancangan RPJM Nagari kepada BPD untuk melaksanakan
Musyawarah Nagari penyusunan RPJM Nagari untuk menbahas dan

menyepakati rancangan RPJM Nagari menjadi dokumen RPJM Nagari dalam
bentuk Peraturan Nagari,
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5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari diselenggarakan oleh BPD yang
dihadiri oleh BPD, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat |

6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusurian RPJM Nagari sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan
Nagari tentang Dokumen RP.!M Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari
untuk mengundangkan dalam Lembaran Nagari

BAB Il
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari
tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk
mengundangkan dalam Lembaran Nagari;

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan
RPJM Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

A VISI

Adapun Visi kami dalam mengemban tugas roda Pemerintahan di Nagari Pulau Karam
Ampang Pulai adalah

“Mewujudkan Masyarakat Nagari yang Sejahtera,adil dan makmur,agamais,dengan

menjunjung tinggi azaz gotong royong'"

Melalui Visi tersebut diatas kami akan coba semaksimal mungkin menggali potensi

sumber daya yang tersedia di Nagari Pulau karam Ampang pulai ini. Adapun
penjelasan kami tentang Visi tersebut diatas adalah
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Nagari yang Adil, adalah Nagari yang mampu menggali Potensi yang ada, baik

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan berlandaskan kepada adat dan
agama.

Nagari yang Makmur, mengandung makna dapat melakukan perobahan kearah yang
lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran
Pemerintahan, Lembaga Nagari serta didukung oleh masyarakat. Maju juga dalam

artian pelaksanaan Pemerintahan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Nagari Yang Agamais, mengandung makna/pengertian bahwa dalam konteks

Pembangunan itu, dapat dilihat, dirasakan, sementara disisi pembangunan mentalnya
tentunya diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan
memahami filosofi Adat Bersendikan Syarak. Syarak bersendikan ke Kitabullah.

Nagari yang Sejahtera, menggambarkan kondisi masyarakat yang mempunyai

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sebagai barometernya adalah:

a. Terwujudnya pembangunan yang partisifatif akan mewujudkan terjadinya
pertumbuhan ekonomi didalam nagari, dengan harapan pertumbuhan ini
berkembang secara adil dan merata dengan pola pemberdayaan masyarakat.

Terwujudnya pembangunan secara berkelanjutan melalui pemamfaatan sumber
daya alam yang ada di Nagari Pulau Karam.

c. Terpenuhinya kebutuhan Sandang, Pangan, Pendidikan, dan Kesehatan

d. Terkondisikannya penataan Nagari Pulau Karam yang rapi, bersih dan
berwawasan lingkungan.

Visi tersebut diatas tentu akan diwujudkan melalui misi kedepan, sehingga apa yang
menjadi harapan kita mudah2an diridhoi Allah Subhanahu Wata'ala, Amin

B MISI

Berdasarkan Visi tersebut diatas, maka Misi kami selaku penyelenggara Pemerintah
Nagari Pulau Karam Ampang Pulai kedepan adalah
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Mengarahkan perekonomian masyarakat kepada pola Ekonomi Kerakyatan
melalui penguatan semua lembaga ekonomi yang ada, baik secara individu
Maupun secara berkelompok.

Peningkatan sarana pendidikan mulai dari pendidikan non formal sampai kepada
pendidikan formal.

Mengupayakan terpenuhinya pelayanan kesehatan terhadap semua elemen

masyarakat Nagari Pulau karam melalui pelayanan Posyandu, Pelayanan
Kesehatan gratis, melalui Poskesri, dan mengupayakan agar masyarakat dapat
menikmati  semua aspek pelayanan kesehatan yang dicanangkan oleh
pemerintah.

Meng-optimalkan pembangunan infrastruktur, fisik dan prasarana yang
bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, para petani dan nelayan.

Mengarahkan Masyarakat untuk lebih meningkatkan Ibadah, iman dan Takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BABYV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari:

il

w m N OO o bW N

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik dan bersih (
good govermence dan clean govermence )

Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan nagari.

Meningkatkan sumber- sumber pendanaan pembangunan nagari.

Meningkatkan kualitas manajemen keuangan nagari dan administrasi nagari.
Meningkatkan kualitas pengelolaan asset / kekayaan nagari.

Meningkatkan kualitas pelayanan umum

Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat,

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan
terhadap bencana alam

10. Meningkatkan kualitas lingkungan.
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11 Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan

masyarakat nagari.
12 Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah
14_Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.

15.Meningkatxan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan.

16.Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat
17.Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan

18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :
Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

it

2
3.
4

n

Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat

Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan

pemberdayaan masyarakat Nagari;

Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan Bamus dalam meiaksanakan

penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari :

~l O b WN -

ke kw0
(% I S I = |

Belanja Kepala desa dan perangkat Nagari;
Operasional Lembaga kemasyarakatan Nagari;
Tunjangan operasional Bamus;

Program operasional Pemerintahan Nagari;
Program Pelayanan Dasar;

Program pelayanan dasar infrastruktur,
Program kebutuhan primer pangan;

Program pelayanan dasar pendidikan;

Program pelayanan kesehatan;

Program kebutuhan primer Sandang;

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Program Ekonomi produktif;

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Nagari;
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2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

Diundangkan di Nagari Pulau Karam
Pada tanggal , 30 Juli 2018

Lembaran Nagari Pulau Karam Tahun.2018 Nomor 3
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pulau Karam 2019 — 2025
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azaz gotong royong
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tncana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pulau Karam 2019 - 2025

BAB |

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa
dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah

=1

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan
masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional
dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Nagari aiharuskan mempunyai
perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta
demokrasi yang berkembang di Nagari, maka desa diharuskan mempunyai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari ) ataupun
Rencana Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari).

RPJM Nagari Pulau Karam ini merupakan rencana strategis Nagari Pulau

Karam untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Nagari tersebut

nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dan
is:’ ‘_Mswdkanskat Naga yang_ sja,a Is de :
azaz gotong royong “

Page 3
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pulau Karam 2019 - 2025

selaras dengan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat
dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang
memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan
pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik
seperti patisipasif, transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286):

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

4. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5495 ),

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2C14 tentang Pemerintahan Daerah,
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587 ),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Visi - “Mewujudkan Masyarakat Nagari yang sejahtera,adll dan makmur, Agamais dengan menjunjung tingg/
azaz gotong royong Page 4
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pulau Karam 2019 - 2025

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5558 );

8.  Peraturan Menteri Dalam NegerieNomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Peraturan Desa;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

12. Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas permendagri
113 tahun 2016

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal
Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah Desa;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pokok -pokok Nagari,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pulau Karam Ampang Pulai
Kecamatan Koto XI Tarusan,

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Nagari,

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir
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Aencanu Pémbungunan Jangka Meénengoh Nagari Pulau Karam 2019 - 2025

Selatan Tahun 2016 .

19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan no :410/ 591 /SE/DPMDPPKB-PS/2018
tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM )

Nagari tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintzh ( RKP ) Nagari
tahun 2019,

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
(RPJM Nagari) Pulau Karam ini mempunyai maksud dan tujuan seQagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJM Nagari

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah

Nagari (RPJMNag) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Nagari dalam kurun
waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .

2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksamaan -Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan
proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di
Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat,
siitap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari,
tunjangan operasional BPD, dan Intensif Kepala Kampung bisa di
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagarl Pulau Karam 2019 = 2025

prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Nagari
setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang
dilaksanakan di Nagari yang di harapkan bisa menekan terjadinya
penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Nagari

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka
Menengah Nagari (RPJM Nagari) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan
arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, sasaran-
sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.

2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan
Nagari selama enam tahun kedepan.

3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Nagari yang akan
dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.

4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.

5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Nagari
terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun
kedepan.

1.4. Manfaat

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya di singkat (APB-
Nagari) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang di bahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan
Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

P~

Nagari, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari
adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

B ————— ]
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pulau Karam 2019 - 2025

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati
dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang

termaksud di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban nagari tersebut.

Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra pemerintah nagari dalam Memberdayakan Masyarakat.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut
(Musrenbang Nagari) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
seorang partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Nagari dan pihak akan terkena
dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Nagari 1
(satu) Tahunan.

6. Pembangunan Nagari adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Baik dalam aspek

pendapatan, kesempatan keija, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan
keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, memalui urutan pilihan dengan memperimbangkan sumber daya
yang tersedia.

8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / Daerah
dalam jangka waktu tertentu

9. Perencanaan Pembangunan Nagari dimaksud adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di nagari guna Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
nagar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu nagari

Visi - ‘Mewujudkan Masyarakat Nagari yang sejahtera,adil dan makmur, Agamais dengan menjunjung tinggi
azaz gotong royong * Page 8

Scanned by CamScanner



AR PR B e datigha Mebengoh Nagadl Pulau Karam 2018 -~ 10154

dataim jangha wakli tertentu. Wajud perencenasn pembangunsn nagsrn adatah
Hancana  Pambangunan  Jangka  Menengah nagsr  dan  Hencana kerla
Frambangunan neagar

10 Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nagar selanjutnya disingkat (FE -
Nuagarl) adalah dokuman perencanassn untuk periode 6 (enam) tahun yang
memuat arah kebljakan Pembangunan Nagarl, arsh Kebijakan Keuangan Nagar,
Kabijakan umum, dan program dan Program Satusn Kerla Perangkat Daerah
(BIKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewllayahan, disertal  dengan
fencana kera

11 Rencana Kerja Pembangunan Nagarl yang selanjutnya disingkat (RKP-Nagari)
adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan
penjabaran darl RIPJM-Desa yang memuat rancangan ekonomi nagari, dengan
memportimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program Prioritas
Pembangunan nagarl, rencana kerja dan pendanaan sertai perkiraan maju, baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah nagari maupun yang ditempuh
dangan mendorong partisipasl masyarakat dengan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari,

e s e e =
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BAB Il

PROFIL NAGARI
2.1 Sejarah Desa

Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang
pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok
pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalu perda Kabupaten Pesisir
Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintanan
terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi
Pemerintahan Nagari.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun
2009 menetapkan kembali Nagari Pulau Karam sebagai wilayah administrasi
pemerintahan terendah yang memiliki hak otonom dalam mengurus dan menata

pemerintahan tingkat bawah sesuai dengan hak-hak tradisional asal usul
terbentuknya Nagari tersebut

2.2 Peta dan Kondisi Nagari

Nagari Pulau Karam, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 12 Nagari di kecamatan Koto Xi
Tarusan yang mempunyai jarak 25 Km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan
Koto XI Tarusan sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten
Pesisir Selatan yang termasuk kategori nagari miskin. Secara geografis Nagari
Pulau Karam sendiri terletak di Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari
Simpang dan Nagari Jinang Kampung Pansur sebelah barat Samudera Hindia,
timur Nagari kapuh Utara ( Batang Tarusan) dan selatan berbatasan Kampung
Muaro ( Samudera Hindia ) letak topografis tanahnya Daiaran danLaut, dengan
lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian.
Sebagian Masyarakat Nagari Pulau Karam pada umumnya bermata pencarian
Tani dan Nelayan juga buruh tani namun di pandang dari pertumbuhan sangat
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Mmaslh dibawah s als standsr sehinggs perekonomian bersian seadsnys
guna panambsh peningketsn skonomings, Masys skt sebshagiann besar ads
ying merantaig den mencar kehidupan lsyay. ke deersh lain,

Nagar Pulsu Karam terdin dar 4 Ksrpung , dengasn potensi perangkatoys
tardinl darl Seorang Wall Nagarn, saty orsng Seretarns Nagan (Geknag), Dua

arsng KaslDus Orang Kaur dan 4 orang Kepala Kampung mempunya jurmiah
pendudik 3 2,596 erdin dan 1,240 orang lakidaki, 1,166 orang perempuan,
dan dengan Jumlah [umah Tangga Miskin (RTM) berjumiah 106 RTM.

Demokrafl Nagar

a) Batas Wilayah Nagari
letak geografie Nagari Pulau Karam | terletak diantara

Gehelah Wara . Nayari Simpang dan Nagari Jinang Kampung Pansur
Sebelah selatan | Kampung Muaro Pulau Aie ( Samudera Hindia )

Sebelah Barat . Samudera Hindia
Sebelah Timur . Nagari Kapuh Utara ( Batang Tarusan )

lLuas Wiayah Nagari

1. Pemukiman : 23,01 ha

2. Periznian Sawah : 41,95 ha

3. Ladangltegalan : 185 ha

4. Hutan Bakau ; 10,7 ha

5. Rawa-rawz : 1,88 ha

6 Pasir Pasang Surut . 3,49 ha __
7. Sekolah d 2 ha 5
8. Jalen : - ha |

9. Lapangan sepak bola . 1 ha
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pulau Karam 2019 - 2025

dan di Kampung Rak’ateh
3. SLTP/MTs . - buah/ Lokasi di -

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini .10 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini s orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini . 10 orang

2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini ' .orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : orang

2. Cakupan Imunisasi DPT-1 it .orang

3. Cakupan Imunisasi Cacar : .orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita -. 180 .orang

2. Balita gizi buruk : 15 .orang |
3. Balita gizi baik : . orang

4. Balita gizi kurang e 5 orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian L6900 KIS
2. Pengguna air PAM . 50 KK
3. Pengguna sumur pompa : - KK
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fencana Pembangunan Jangka Menengah Nagarl Pulau Karam 2019 = 2025

4. Pengguna sumur hidran umum . - KK

5. Pengguna air sungai S ) e TRKIS

d). Keagamaan,

1. Data Keagamaan Nagari Pulau Karam Tahun 2018
Jumlah Pemeluk :

Islam : 2.396 orang
Katolik : - orang
Kristen ; - orang
Hindu : - orang
Budha : - orang

2. Data Tempat Ibadah
Jumiah tempat ibadah :

Masjid/ Musholla 2 buah
Gereja - buah
Pura - buah
Vihara : - buah

Keadaan Ekonomi

Ekonomi Nagari Pulau Karam mulai tumbuh dan berkembang semenjak
membudayakan Ikan Lele sebagai kegiatan sehari-hari setelah padi dan Melaut.
dibudayakan pertama sekali pada Tahun 2005 oleh salah seorang masyarakat
Nagari Pulau Karam yang bibitnya di bawa dari Kodya Padang Propinsi Sumatera
Barat, melihat hasil panennya yang sangat memadai dan dapat meningkatkan

pendapatan keluarga, maka Ternak Lele ini dikembangkan pula sebagian besar
masyarakat Nagari Pulau Karam

Berikut ini adalah sumber Pendapatan dan penghasilan masyarakat Pulau Karam:

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

g e eSS
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encana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pulau Karam 2019 — 2025

v

151

1. Padi sawah
2. Padi Ladang
3. Jagung

4. Palawija

5. Tembakau
6. Tebu

7. Kakao/ Coklat
8. Durian

9. Karet

10. Kelapa

11. Kopi

12. Singkong
13. Lain-lain

Peternakan

Jenis ternak
1. Kambing

2. Sapi

3. Kerbau

3. Ayam

4. Itik

5. Burung

azaz gotong royong “*

41,95 ha

- ha

- ha
ha

- ha

- ha

- ha

- ha

- ha

10 ha

ha

15 ekor
40 ekor
10 ekor
500 ekor

50 ekor

5 ekor
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6. Lain-lain s ekor

). Perikanan

1. Tambak ikan lele 2258 KK
2. Tambak udang Si=mng
3. Lain-lain = "ha

d). Struktur Mata Pencaharian
Jenis Pekerjaan :

1. Petani 62 orang
2. Pedagang .15 orang
3. PNS - 15 orang
4. Nelayan : 327 orang
5. Tukang Batu . 2 orang
6. Guru : 14 orang
7. Bidan/ Perawat . 6 orang
8. TNI/ Polri .2 orang
9. Pesiunan . 6 orang
10. Sopir/ Angkutan 8 orang
11. Buruh 28 orang
12. Jasa persewaan 3 orang
13. Swasta . 64 orang
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2.3. Kelembagaan Nagari

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah Perangkat Nagari :

1. Wali Nagari

2. Sekretaris Nagari
3. Perangkat Nagari
4. BAMUS

b). Lembaga kemasyarakatan

1 orang
1 orang
5 orang
5 orang

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

i 1. LPMN
2. PKK
3. Pustu
4 Pengajian
5. Arisan
6. Simpan Pinjam
7. Kelompok Tani
8. Gapoktan

9. Karang Taruna

10. Ormas/LSM

11. Lain-lain

c). Pembagian Wilayah
Nama Kampung

azaz gotong royong

(3]

26 orang
45 orang
1 unit
Kelomook
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Kelompok

Kelompok

R : M
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1. Kampung Karang Tangah sJumlah 167 KK
2. Kampung Muaro Pulau Aie sJumlah 149 KK
3. Kampung Lua sJumlah 154 KK
4. Kampung Rak'ateh ~Jumlah 116 KK
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d). Struktur Organisasi Nagari

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
NAGARI PULAU KARAM
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA-NAMA PERANGKAT NAGARI :
Wali Nagari

Sekretaris Nagari

Kepala Urusan Tata Usaha Umum

Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan
Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Bendahara

Staf Bamus
Petugas Kantor

Kepala Kampung

ARFIDAL
Nursita,SPd.|
Hengki

Mardewis

Kambasri Munir
Sesri Mardoni

Yulia Syafitri, SPd
Anisa Putri A.Md
Nensi Lagustari SPd

Sri Wahyuni SPd

1.Kampung Karang Tangah Nazarudin
2. Kampung Muaro Pulau Aie Afnedi '
3. Kampung Lua Masri
4. Kampung Ra'ateh Alwis
L ——— e wn e
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SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI PULAU KARAM KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN ( BAMUS ) NAGARI

Ketua : Suprizal Rj.Pasisia
Wakil Ketua : -
Sekretaris : Romi SPd
Anggota : 1. Satri M

2. Nurmanis

d) Lembaga Kemsyarakatan
Struktur Lembaga Kemasyarakaian yang {erdapat di iNagaii Puiau Karam
sebagai berikut

Jumlah
NO Nama Lembaga Jumlah Anggota Ket
- : (orang) Ehm

1 | LPMN 1 35

e | S e E
|4 | MAJLIS TAKLIM S T
5 | DASA WISMA WO 5 |
| 6 | KELOMPOK TANI ; 7o 150 1 ¥
7| KARANG TARUNA R CTae |
‘ 8 ‘ PAUD ’ 3 e%
' ‘ | . .

9 |TPQ 2 5 1

o i e S
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4 Dinamika Konflik

Konflik yang terjadi di Nagari Pulau Karam timbul karena di karenakan adanya
perbedaan persepsi dan pengertian masyarakat mengenai kejadian kebijakan,dan
institusi. Dalam situasi konflik,emosi masyarakat dapat dengan mudah mengaiahkan
logika dan kenyataan.

Persoalan Pembangunan di Nagari Pulau Karam membutuhkan situasi dan
kondisi yang stabil salah satu syarat keberhasilan pembangunan nagari yaitu
dengan adanya kondisi kondusif dan terkendaliPembangunan akan sulit
dilaksanakan,jika kondisi masyarakat dalam situasi krisis dan anomal (
ketidakpastian). Pembangunan itu sendiri membutuhkan infrastruktur yang kuat
karena aktifitas yang dilaksanakan sangat konflek dan memiliki pengaruh yang luas
terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Semangkin maju kebutuhan dan
harapan masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya, maka semangkin cepat
pula proses perubahan yang harus dilakukan. Pemahaman yang benar tentang
situasi dan keadaan suatu masyarakat akan membantu dalam memetakan
kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.terutama berkaitan dengan situasi dan
keadaan masyarakat menyangkut hubungan social,sumber daya,nilai-nilai yang
telah terbangun, pendapat masyarakat sistim distribusi kebijakan,pengaruh global

dan penyebab ketidakstabilan yang mungkin terjadi dan dapat menghambat proses
pembangunan itu sendiri.

Musyawarah Nagari merupakan salah satu wadah atau forum yangdigunakan
untuk membahas terkait dengan hal yang strategis maupun kendala atau konflik
yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari dihadiri oleh Badan
Permusyawaratan  NagariWali  Nagari, Babinsa Batinkamtibmas, Perangkat
Nagari Tokoh Masyarakat dan perwakilan lembaga atau unsure yang terkait dengan
Nagari
Musyawarah Nagari membahas terkait dengan hal yang strategis diantaranya
sebagai berikut :

1. Penataan Nagari,

2. Perencanaan Nagari

3. Kerjasama

- e e ——————
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4. Rancana investi yang mauk ke Nagar

5. Pembentukan BUMNag

6. Penambahan dan pelepasan nsset Nagar

7. Kejadian luar blasn

8. Kesenjangan soclal terjadi pada bidang pendidikan berupa Sumber Daya
Manusia ( SDM)
Musyawarah Nagaru juga membahas segala bentuk kejadian kejadian atau
konflik yang terjadi balk dalam bidang penyelenggara Pemerintahan
‘Pembangunan Pembinaan, maupun Pemberdayaan Masyarakat di Nagarl.

2.5 Masalah dan Potensi
2.5.1 Masalah

Nagari Pulau Karam memiliki mayarakat yang mayoritas Nelayan dan
Petani dengan tingkat pendidikannya masih rendah tentu banyak memiliki
kendala dan permasalahan - permaslahan yang dihadapibegitu
permasalahan yang hubungannya dengan sarana umum atau infrastruktur
social maupun hubungannya dengan peringkat kualitas hidup masyarakat
seita peningkatan kapasitas masyarakat serta pemenuhan segala
kebutuhan sehari-hari,
Adapun masalah yang dihadapi masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Jalur Transportasi yang masih belum mendukung sehingga masyarakat

susah dalam memobilisasi dari pada hasil-hasil pertanian mereka.

b. Jalur transportasi yang ada hanya satu sehingga masyarakat rat-rata
membuka lahan perkebunan terfokus pada satu arah satu
tempat mengingat sedikit ada kemudahan dalam mengangkut hasil
pertanian sementara masih banyak lahan-lahan yang belum dikelola
dengan baik
Kurang sarana air bersih

Saran Kehatan kurang memadai

® a o

Kurangnya sarana pendidikan anak usia dini

f.  Kurangnya modal usaha yag dimilik oleh masyarakat.

— e e e e ——————— e 1 S 88
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9. Tidak adanya saluran-saluran pembuangan air
h. Sering bermasalahnya lampu penerangan didalam nagari karena
kurangnya perawatan yang memadai.
25.2 Potensi

Jika ditinjau dari segi sumber daya alam nagari Pulau Karam sebenarnya
memiliki potensi sumber daya Alam yang bagus karena di Nagari ini banyak
memilik sumber daya alam berupa lkan laut,serta lahan pertanian yang
subur,dimana semuanya itu siap untuk diolah. Dalam segi pertanian,masyarakat
Nagari Pulau Karam tidak lagi kekurangan beras sebagai bahan makanan
pokok,disebabkan lahan pertanian yang siap diolah oleh para petani.

Dari sisi perkembangan usaha masyarakat nagari Pulau Karam juga tidak
ketinggalan dengan Nagari-nagari lainnya karena didalam nagari ini juga
terdapat masyarakat sebagai pelaku usaha walaupun dalam skla kecil,
mengingat modal yang dimiliki juga kecil sehingga besar kecilnya suatu usaha
tergantung pada besar kecilnya modal yang dimiliki.

Nagari Pulau Karam juga memiliki produk unggul Nagari, yaitu berupa
Ikan teri,ikan kering dan basah yang terbuat dari Ikan , dimana bahan dasarnya
diperoleh dari hasil laut dalam nagari.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya
nagari Pulau Karam merupakan Nagari yang subur memiliki beraneka ragam
potensi baik dari sumberdaya Alam ( SDA ) maupun sumber daya manusia.
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ottty nmbwmmmm Pl Koegen 2019 - 297%

EAE M.
PROBES PENYUSUNAN 7P IM NAGARI

21, Penghafian Nagari
Pelaksanann Pengalian keadaan Wagan (PKN ) atau yang Giseiat juga
denan Penggaian qagasen perampuny, Penggaian gagasan gerampng
mwmwmmm:ammzmm,
diacyam kelemiiagaan dan sejarah Nagar melali Peta social Nagar dengan
melinat Masalah dan Potensi yang ada di Nagari.
211 Potensi

Jika ditinjau dari 82l sumber daya alam Nagari Pulau Karam sebenzmyz
mermiliki potensi sumber daya alam bagus, karena di Nagari ini banyak memiii
sumber daya alam berupa ikan dan lahan pertanian yang begitu subur dimana
resemuanya ity siap untuk diolzh serta Lokasi pariwisata Muaro Banfiang.

Dengan demikian hubungan dengan pelaksanaan kegiatan di dalam
Nagari misalnya pembukaan dan perkerasaan Jalan Usaha tani fidak ada
kendala sama sekali dalam Nzgari . l2han perianian yang juga 5iap Gidian oieh
masyarakat.

Dari sisi pengembangan Usaha Masyarakat Nagari Pulau Karam juga
tidak ketinggalan dengan nagari- nagari lainnya karena di dalam nagari ini juga
terdapat masyarakat sebagai pelaku usaha walaupun dalam skala kecil,
mengingat modal yang dimiliki juga kecil sehingga besar kecilnya suatu usaha
tergantung pada besar kecilnya modal yang dimiliki

Demikianlah gambaran potensi yang ada di Nagari Pulau Karam baik itu
potensi Sumber daya Alam (SDA) maupun potensi Sumber daya Manusia
(SDM).

3.1.2 Masalah

Nagari Pulau Karam yang memiliki masyarakat yang mayoritas Nelayan
dan Petani dengan tingkat pendidikan masih rendah tentu banyak memiliki
kendala dan permasalahan-permasalahan yang di hadapi, begifu permasalahan

fisi “Mowufudkan Masyarakat Nagarl yang sefahtera,adil dan makmur, Agamais dengan menjunjung tinggi
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yang hubungannya dengan sarana umum atau
hubungannya dengan peningkatan

kapasitas Mmasyarakat serta pem

infrastruktur social maupun
kualitas hidup masyarakat serta peningkatan

enuhan segala kebutuhan hidup sehari-hari
adapun masalah yang dihadapi masyarakat adalah sebagai berikut -

a. Jalur transportas; yang masih belum mendukung sehingga masyarakat
susah dalam memobilisasi dari pada hasii-hasil pertanian mereka.

b. Jalur transportasi yang ada hanya satu sehingga masyarakat rata-rata

membuka lahan perkebunan terfokus pada satu arah satu tempat, mengingat

sedikit ada kemudahan dalam mengangkut hasil pertanian. Sementara masih
banyak lahan-lahan yang belum dikelola dengan baik.
Kurang sarana Irigasi Sawah

Kurangnya sarana kesehatan yang memadai

Kurang modal usaha yang di miliki oleh masyarakat

Tidak adanya saluran-saluran pembungan air seperti Deuker dan
Drainase sehingga jika hujan lebat sudah datang maka pemukiman
warga sebagian terencam banijir.

Sering bermasalahnya lampu penerangan di dalam Nagari karena
kurangnya perawatan yang memadai.

Kurangnya Sarana Pengolahan Hasil Laut

Kurangnya Sarana dalam Penangkapan Hasil Laut
3.2.  Musyawarah Nagari RPJM Nagari

Proses Penyusunan RPJM Nagari ada beberapa tahapan :

9. Musyawarah Nagari dalam Penyusunan RPJM Nagari.
Dalam Musyawarah mempunyai agenda membentuk Tim Penyusun RPJM
Nagari.

10. Melakukan Pengkajian keadaan Nagari
Melakukan Pengkajian keadaan Nagari atau penggalian gagasan di empat

Kampung
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